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Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang
mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian

Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh adalah salah satu entitas
akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan
akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara. Salah satu pelaksananya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan
berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan

Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Aceh untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga dan kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah
disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi

keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna
kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan
akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh. Di samping itu, laporan
keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam
pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance).

Banda Aceh, 17 Mei 2022
Kepala Kantor,

Syukriah HG
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Pernyataan Tanggung Jawab

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Aceh tingkat wilayah selaku UAPPA-W terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b)
Neraca, (¢) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas
Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan
tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan
Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta

kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banda Aceh, 17 Mei 2022
Kepala Kantor,

Syukriah HG
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Ringkasan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJKN Aceh Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di

lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1
Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar
Rp4.008.881.106 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp4.008.881.106 atau
mencapai 125 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp3.210.775.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar
Rp5.250.322.630 atau mencapai 96 persen dari alokasi anggaran sebesar
Rp5.462.542.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas
pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar
Rp24.286.095.078 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp278.563.819, Aset Tetap (neto)
sebesar Rp24.004.541.749 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp2.989.510.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp132.086.914,33 dan
Rp24.154.008.164.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari
operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa,
pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar
Rp3.890.457.353 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar
Rp6.101.857.311 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar
Rp2.211.399.958. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa
masing-masing sebesar Rp134.638.822 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO
sebesar Rp2.076.761.136.
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4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 sebesar Rp26.879.081.446 dikurangi Defisit-LO
sebesar Rp2.076.761.136 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar Rp146.670
dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp648.165.476 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal
31 Desember 2021 adalah senilai Rp24.154.008.164.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula
dalam CalLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar
Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk

penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan
tanggal 31 Desember 2021, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan
Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun

dan disajikan dengan basis akrual.
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I. Laporan Realisasi Anggaran

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)
2021 ‘ % thd ‘ 2020
URAIAN CATATAN

REALISASI

ANGGARAN REALISASI ‘ Angg ‘

PENDAPATAN DAN HIBAH

Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1 3.210.775.000 | 4.008.881.106 125.00 2.464.388.559
JUMLAH PENDAPATAN 3.210.775.000 | 4.008.881.106 125.00 2.464.388.559

BELANJA B.2

Belanja Pegawai B.3 - - - 3.531.381.335

Belanja Barang B.4 5.190.876.000 | 4.979.314.578 96.00 4.964.064.819

Belanja Modal B.5 271.666.000 | 271.008.052 100.00 519.460.200
JUMLAH BELANJA 5.462.542.000 | 5.250.322.630 96.00 9.014.906.354

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
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II. Neraca

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN CATATAN
ASET
ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengeluaran C.1 - -
Kas di Bendahara Penerimaan C.2 26.271.000 44.947.330
Kas Lainnya dan Setara Kas C.3 132.086.914,33 585.249.705
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) C4 3.250.000 2.475.000
Persediaan C.5 76.509.485 85.256.410
Pendapatan yang Masih Harus Diterima C.6 40.446.420
Jumlah Aset Lancar 278.563.819 717.928.445
ASET TETAP
Tanah C7 9.888.415.000 11.778.823.000
Peralatan dan Mesin Cc8 13.870.011.753 14.627.760.711
Gedung dan Bangunan c9 14.371.263.636 14.266.479.984
Jalan, Irigasi dan Jaringan C.10 18.850.000 18.850.000
Aset Tetap Lainnya C.11 18.419.350 18.419.350
Konstruksi Dalam Pengerjaan C.12 - 7.123.600
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.13 (14.162.417.990) (13.978.717.520)
Jumlah Aset Tetap 24.004.541.749 26.738.739.125
/ASET LAINNYA
Aset Lain-lain C.14 491.859.583 1.194.299.485
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset C.15 (488.870.073) (1.186.332.222)
Lainnya
Jumlah Aset Lainnya 2.989.510 7.967.263
JUMLAH ASET 24.286.095.078,33 27.464.634.833
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang kepada Pihak Ketiga C.16 132.086.914,33 583.865.887
Utang Jangka Pendek Lainnya C.17 - 1.687.500
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 132.086.914,33 585.553.387
JUMLAH KEWAJIBAN 132.086.914,33 585.553.387
EKUITAS
Ekuitas c.18 24.154.008.164 26.879.081.446
JUMLAH EKUTAS 24.154.008.164 26.879.081.446
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 24.286.095.078 27.464.634.833

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
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III.Laporan Operasional

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 2021 2020
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
Pendapatan Negara Bukan Pajak D.A1 3.890.457.353 | 2.456.116.187
Jumlah Pendapatan 3.890.457.353 | 2.456.116.187
BEBAN
BEBAN OPERASIONAL
Beban Pegawai D.2 - | 3.528.231.335
Beban Persediaan D.3 238.499.460 274.361.559
Beban Barang dan Jasa D.4 2.799.205.981 | 2.816.910.526
Beban Pemeliharaan D.5 951.171.909 896.925.938
Beban Perjalanan Dinas D.6 998.906.471 961.970.475
Beban Penyusutan dan Amortisasi D.7 1.114.073.490 | 1.235.305.463
Jumlah Beban 6.101.857.311 | 9.713.705.296
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional (2.211.399.958) | (7.257.589.109)
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar D.8 134.638.822 43.890.252
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang D.9 - -
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya D.10 - (6.964.795)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional 134.638.822 36.925.457
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa (2.076.761.136) | (7.220.663.652)
Pos Luar Biasa
SURPLUS/DEFISIT - LO (2.076.761.136)| (7.220.663.652)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
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IV. Laporan Perubahan EKuitas

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN CATATAN 2021
EKUITAS AWAL E.A1 26.879.081.446 = 27.196.377.824
SURPLUS/DEFISIT-LO E.2 (2.076.761.136)| (7.220.663.652)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN E.3 - -
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI E.4 (146.670) 1.445.457
EKUITAS
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.5 (648.165.476) 6.901.921.817
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS (2.725.073.282) (317.296.378)
EKUITAS AKHIR E.6 24.154.008.164 | 26.879.081.446

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
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V. Catatan atas Laporan Keuangan

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

A. PENJELASAN UMUM

A.1.PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH

Kantor Wilayah DJKN Aceh merupakan instansi vertikal di lingkungan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
Kantor Wilayah DJKN Aceh memiliki dua kantor operasional. yaitu KPKNL
Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe. Kantor Wilayah DJKN Aceh
dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Entitas berkedudukan di
Gedung Keuangan Negara Gedung C Lantai 2. Jalan TGK. Chik Ditiro.
Banda Aceh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Aceh mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian,
evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian dan
lelang.

Dalam melaksanakan tugasnya. seluruh insan Kantor Wilayah DJKN Aceh
berkomitmen dengan visi DJKN yaitu: “Menjadi Pengelola Kekayaan
Negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi
Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk
Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif,
dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dari visi yang ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola
Kekayaan Negara adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai
lembagalinstitusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan
negara secara professional dan akuntabel. Profesional adalah
pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma
waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah ditetapkan.
Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai
peraturan perundangundangan yang berlaku, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan
negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat.

Pengelolaan Kekayaan Negara diharapkan dapat memiliki karakter
kontributif, instrumental, otoritatif, berkelanjutan, dan adaptif. Penjabaran
lebih lanjut karakter tersebut adalah sebagai berikut:
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a. Kontributif berarti bahwa hasil pengelolaan kekayaan negara dapat
mendorong perekonomian nasional melalui aspek penerimaan,
belanja, dan pembiayaan APBN serta andil dalam penyediaan
infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator
pembangunan nasional;

b. Instrumental berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara memiliki
peran penting dalam keuangan negara melalui peran konsultatif,
implementatif, dan pengawasan efektif dalam manajemen aset dan
investasi;

c. Otoritatif berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara DJKN menjadi
acuan yang paling berpengaruh dalam tataran teoritis maupun praktis
yang dapat diadopsi dan direplikasi oleh manajer aset lain di level
nasional maupun internasional;

d. Berkelanjutan diwujudkan melalui peningkatan tata Kelola dan nilai
tambah asset dan investasi pemerintah yang mengurangi eksposur
APBN karena adanya kemandirian finansial dan risiko yang minimum;

e. Adaptif berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara mampu
mengambil peluang dan responsif terhadap perkembangan teknologi,
perubahan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dinamika
kontemporer lainnya,;

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Kantor Wilayah DJKN
Aceh menetapkan Misi seperti yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;

2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan
hukum;

3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan
negara;

4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan
acuan dalam berbagai keperluan.

5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan
kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi
kepentingan masyarakat.

Berdasarkan rencana strategis Tahun 2020 — 2024, tujuan Kantor Wilayah
DJKN Aceh adalah Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan
efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial, pelayanan lelang yang
modern dan terpercaya, pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien
dan birokrasi serta layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Kantor Wilayah DJKN Aceh telah
menetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan
kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat
finansial dan sosial adalah:
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Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan
optimal;

b. Pengelolaan investasi pemerintahn yang memberikan manfaat
ekonomi, sosial, dan lainnya.

2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang
yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal,

3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian
yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;

4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan
layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah:

a. Organisasi dan SDM yang optimal;
b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;

5. Komunikasi publik yang efektif.

A.2.PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup
seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah DJKN Aceh.
Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan
Tingkat Instansi (SAKTI) yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan
sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada Instansi
Pemerintah.

SAKTI terdiri dari modul penganggaran, modul komitmen, modul
pembayaran modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap,
modul aset tetap, modul piutang serta modul akuntansi dan pelaporan.
SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja
yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJKN Aceh Tahun 2021 ini merupakan
laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah
DJKN Aceh yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung
jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah DJKN Aceh adalah 2
satuan kerja. Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

Jumlah/Jenis

Keks Satker Kewenangan Jumlah Satker

iayeh

2. 537827  KPKNL Banda Aceh

Jumlah
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Basis
Akuntansi

Dasar
Pengukuran

Kebijakan
Akuntansi

Pendapatan —
LRA

A.3.BASIS AKUNTANSI

Kantor Wilayah DJKN Aceh menerapkan basis akrual dalam penyusunan
dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan
Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan
Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa
itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara dengan kas diterima
atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang
mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau
setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4.DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang
diterapkan Kantor Wilayah DJKN Aceh dalam penyusunan dan penyajian
Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau
sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset
tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang
digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.
Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu
dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5.KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu
pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi
merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan,
dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang
diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan
entitas pelaporan dari Kantor Wilayah DJKN Aceh. Disamping itu, dalam
penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan
yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan
Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJKN Aceh adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan — LRA

¢ Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak
perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
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2,

Pendapatan — o
LO

[ ]

[ ]

[ ]

Belanja 3.

[ ]

o

[ ]

o

4.

Beban °

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum
Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat
jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan — LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan

/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya

ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

o Pendapatan Sewa Bangunan diakui pada saat dikeluarkannya
Surat Izin Penghunian secara proposional antara nilai dan periode
waktu sewa

o Pendapatan Bea Lelang Pejabat Kelas Il diakui pada saat diterima
setoran bea lelang ke kas negara.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum negara
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan
belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi
aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
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selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset
Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar
Aset Lancar e Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas
dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan
menggunakan kurs tengah Bl pada tanggal neraca.

e Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi
apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah
dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat
peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan
naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara
jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

e Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan
(net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk
penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan
atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan
upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan
penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Kualitas Piutang Penyisihan

Kurang Lancar Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat 10%
Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat 100%
Tagihan  Ketiga tidak  dilakukan
pelunasan

e Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca
disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

e Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi pada
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tanggal neraca dikalikan dengan:

e harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

e harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
dan

e harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh
dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap
Aset Tetap o Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan

oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang
mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

¢ Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga
wajar.

e Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum
kapitalisasi sebagai berikut:

a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang
nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta
rupiah).

b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama
dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta
rupiah); dan

c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya
kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan
aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang
bercorak kesenian.

e Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional
pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan
jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin
berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum
tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir
direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

o Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya,
dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari
entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang
pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan e Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan
Aset Tetap dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan
Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah
Pusat.

e Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen
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sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola
Barang atau Pengguna Barang Sesuai dengan
kewenangannya untuk dilakukan penghapusan;

b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang
telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna
Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan
pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan;

c) Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan
d) Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah masa Manfaat.

e Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap
dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan
adanya nilai residu.

e Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan
metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang
dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap
semester selama Masa Manfaat.

e Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013
tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan
Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas
Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut
tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik

Modern) 4 tahun

Aset Lainnya d. Aset Lainnya

o Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap,
dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya
adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh
tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan
pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

e Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu
sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

e Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan
metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB
dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

e Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai
buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
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Kewajiban 6. Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.
Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka
pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban a. Kewajiban Jangka Pendek
Jangka Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek
Pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,
Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka,
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek

Lainnya.
Kewajiban b. Kewajiban Jangka Panjang
Jangka Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika
Panjang diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban
pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas 7. Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban
dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan
dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
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Realisasi
Pendapatan
Rp4.008.881.106

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI
ANGGARAN

Selama periode berjalan Satuan Kerja di lingkup Kantor Wilayah DJKN
Aceh telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan refocusing
anggaran dalam rangka penanggulangan dampak pandemi COVID-19.
Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja,
antara lain:

Tabel 3
Rincian Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
(Dalam Rupiah)
Uraian Anggaran Awal Anggaran
Setelah Revisi

Pendapatan
Penerimaan Negara Bukan Pajak 3.210.775.000 3.210.775.000
Jumlah Pendapatan 3.210.775.000 3.210.775.000
Belanja
Belanja Pegawai - -
Belanja Barang 6.324.214.000| 5.190.876.000
Belanja Modal 281.407.000 271.666.000

Jumlah Belanja 6.605.621.000| 5.462.542.000

B.1.PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember
2021 adalah sebesar Rp4.008.881.106 atau mencapai 124,86 persen
dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3.210.775.000.
Pendapatan Kantor Wilayah DJKN Aceh terdiri dari Penerimaan
Negara Bukan Pajak sebesar Rp4.008.881.106.

Tabel 4
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
2021
Uraian %
Anggaran Realisasi

3.210.775.000
3.210.775.000

4.008.881.106 | 124,86
4.008.881.106 | 124,86

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar
62,67 persen dibanding tahun sebelumnya. Pendapatan ini mengalami
peningkatan dari tahun sebelumnya karena perekonomian di Provinsi
Aceh sudah berangsur-angsur membaik.
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Tabel 5
Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2020
REALISASI REALISASI
RAIAN 9
v T.A.2021 T.A.2020 %

Penerimaan Negara Bukan Pajakl  4.008.881.106| 2.464.388.559 62,67

Jumlah 4.008.881.106 | 2.464.388.559 | 62,67

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan pada tahun 2021
berasal dari PNBP Wisma/Mess milik KPKNL Banda Aceh sebesar
Rp8.270.856. Penurunan pendapatan ini dibandingkan tahun 2020 antara
lain disebabkan meningkatnya tingkat kekosongan pada Wisma/Mess
KPKNL Banda Aceh dibandingkan tahun sebelumnya dan implementasi
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020 tentang
Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Untuk Pegawai Lingkup
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, maka sejak bulan Agustus 2020,
pendapatan sewa Rumah Dinas Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh
dicatat dan diakui sebagai pendapatan Kantor Pusat DJKN.

Terdapat pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin pada tahun
2021 yang berasal dari penghapusan BMN milik Kantor Wilayah DJKN
Aceh sebesar Rp29.932.799 dan KPKNL Banda Aceh sebesar
Rp91.960.065.

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya pada tahun 2021
berupa penjualan barang inventaris milik KPKNL Banda Aceh sebesar
Rp14.303.000 dan penjualan kendaraan bermotor roda empat yang
pelaksanaan lelangnya pada akhir Desember 2020 namun penyetoran ke
kas negara pada Januari 2021 pada KPKNL Banda Aceh sebesar
Rp30.555.000 dan penjualan barang inventaris milik KPKNL
Lhokseumawe sebesar Rp7.797.978.

Pendapatan Jasa Lainnya pada tahun 2021 merupakan pendapatan jasa
lainnya pada KPKNL Banda Aceh sebesar Rp122.264 dan KPKNL
Lhokseumawe sebesar Rp152.691. Sementara itu, pendapatan Jasa
Lembaga Keuangan (Jasa Giro) pada tahun 2021 berasal dari
pembukuan KPKNL Banda Aceh sebesar Rp5.945. Pendapatan ini
menurun dibandingkan tahun 2020, dikarenakan Rekening Bendahara
Penerima KPKNL Lhokseumawe telah menerapkan Treasury National
Pooling (TNP).

Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas | pada tahun 2021 berasal
dari KPKNL Banda Aceh sebesar Rp649.533.033 dan KPKNL
Lhokseumawe sebesar Rp2.026.688.926. Meningkatnya pendapatan ini
dibandingkan tahun 2020 dikarenakan terdapat bea lelang atas lelang
Eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Regional Special Asset Management Medan berupa Pabrik Minyak
Kelapa Sawit yang terletak di Jalan Gampong Gedung Biara/Jalan Ke
Perapen, Desa Perkebunan Gedung Biara, Kecamatan Pangkalan
Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
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Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas Il pada tahun 2021 berasal
dari Kantor Wilayah DJKN Aceh sebesar Rp44.500. Terdapat 1 (satu)
Pejabat Lelang Kelas Il di Wilayah Kantor Wilayah DJKN Aceh yaitu Sdr.
Firman Saputra, SH.

Pendapatan Bea Lelang Pegadaian pada tahun 2021 berasal dari KPKNL
Banda Aceh sebesar Rp634.877.416 dan KPKNL Lhokseumawe sebesar
Rp447.427.596. Peningkatan ini disebabkan semakin meningkatnya
frekuensi lelang yang dilaksanakan oleh PT Pegadaian (Persero).

Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara pada tahun
2021 berasal dari pendapatan BIAD Piutang Negara KPKNL Banda Aceh
sebesar Rp43.832.609 dan KPKNL Lhokseumawe sebesar
Rp21.366.932. Penurunan atas pendapatan ini dibandingkan tahun
sebelumnya disebabkan semakin sedikitnya pelunasan atau angsuran
piutang negara baik pada KPKNL Banda Aceh, maupun pada KPKNL
Lhokseumawe.

Pendapatan anggaran lain-lain pada tahun 2021 merupakan pendapatan
atas saldo mengendap lebih dari 6 bulan pada KPKNL Lhokseumawe.
Pendapatan ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020
dikarenakan sudah terselesaikannya sebagian besar saldo dana
mengendap lebih dari 6 bulan pada rekening bendahara penerimaan
KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe sebagai akibat dari
implementasi Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor
PER-1/KN/2020 tentang Percepatan ldentifikasi, Verifikasi, Konfirmasi
dan Penyelesaian atas Saldo Dana Mengendap Pada Rekening
Penampungan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang.

Tidak terdapat penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran
yang lalu dan penerimaan kembali persekot/uang muka gaji pada tahun
2021.

Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Rincian PNBP Lainnya Triwulan Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020
REALISASI REALISASI 0
URAIAN T.A. T.A. %
2021 2020
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung,
dan Bangunan 8.270.856 11.061.232 | (25,23)
Pendapgtan dari Penjualan Peralatan 121.892.864 i i
dan Mesin
Pendapgtan dari Pemindahtanganan 52 655.978 17.186.868 | 206,37
BMN Lainnya
Pendapatan Jasa Lainnya 274.955 1.632.684 | (83,16)
Pendapatan Jasa Lembaga 5945 5.234.425 | (99,89)

Keuangan (Jasa Giro)

Pendapatan Bea Lelang Pejabat

2.676.221.959 1.587.896.173 | 68,54
Lelang Kelas |
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Realisasi Belanja
Negara
Rp5.250.322.630

Pendapatan Bea Lelang Pejabat] 44.500 ) )

Lelang Kelas Il

Pendapatan Bea Lelang Pegadaian | 1.082.305.012 416.392.994 | 159,92

Pendapatan Biaya Administrasi 65.159.037 381.743.283 | (82,92)

Pengurusan Piutang Negara

Penerimaan Kembali Belanja

Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu i 955 | (100)

Penenmg?n Kembali Persekot/Uang i 1676.880 | (100)

Muka Gaji

Pendapatan Anggaran Lain-lain 2.050.000 41.563.065 | (95,07)
Jumlah 4.008.881.106 2.464.388.559 | 62,67

B.2.BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp5.250.322.630 atau

96,12% dari

anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

anggaran belanja sebesar Rp5.462.542.000. Rincian

Tabel 7

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN

Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja TA 2021

Anggaran Realisasi %

Belanja Pegawai

5.190.876.000 | 4.979.314.578| 95,92

Belanja Barang
Belanja Modal 271.666.000 271.008.052| 99,76
Jumlah 5.462.542.000 | 5.250.322.630| 96,12

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik

berikut ini:

Belanja Pegawai

5.190.876.000

Belanja Barang

. Anggaran
4.979.314.578 Realisasi
271.008.052
271.666.000 l l
||

Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial
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Realisasi Belanja
Pegawai
Rp0

Dibandingkan dengan TA 2020, realisasi belanja TA 2021 mengalami
penurunan sebesar 41,76%. Penurunan realisasi belanja antara lain
disebabkan adanya realokasi dan refocusing anggaran dalam rangka
penanganan COVID-19, dan penerapan sentralisasi Belanja Pegawai
sesuai Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020.
Berikut rincian realisasi belanja TA 2021 dan TA 2020. Adapun rincian
realisasi belanja TA 2021 dan TA 2020:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah)
REALISASIT.A. | REALISASI 0
URAIAN 2021 T.A. 2020 %

3.531.381.335| (100)
4.979.314.578 | 4.964.064.819| 0,31
271.008.052| 519.460.200| (47,83)

5.250.322.630 | 9.014.906.354 | (41,76)

Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal

Jumlah

B.3.BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp3.531.381.335. Belanja
pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang
maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang diberikan kepada pejabat negara. PNS. dan Pegawai
yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai
imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang
diberikan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 mengalami penurunan sebesar
100% dari TA 2020. Hal ini disebabkan Hal ini disebabkan Satuan Kerja
di Lingkungan Kantor Wilayah DJKN Aceh telah mengimplementasikan
sentralisasi belanja pegawai sesuai Peraturan Direktur Jenderal
Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan
Belanja Pegawai Untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara, sehingga pengelolaan Belanja Pegawai sejak bulan Agustus
Tahun 202 telah beralih ke Kantor Pusat DJKN.

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahunan TA 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah)
REALISASI | REALISASI 0
URAIAN T.A. T.A. %
2021 2020

2.478.899.700

Belanja Gaji Pokok PNS

Belanja Pembulatan Gaji PNS

39.274| (100

Belanja Tunj. Suami/lstri PNS 182.100.750( (100

Belanja Tunj. Anak PNS

Belanja Tunj. Struktural PNS

211.400.000| (100

Belanja Tunj. Fungsional PNS 29.520.000| (100

)
)
52.372.890| (100)
)
)
)

Belanja Tunj. PPh PNS 3.249.258| (100
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Realisasi Belanja
Barang
Rp4.979.314.578

Belanja Tunj. Beras PNS -| 128.545.500| (100)
Belanja Uang Makan PNS -| 354.172.000| (100)
Belanja Tunjangan Umum PNS - 81.770.000| (100)
Belanja Uang Lembur - 9.852.000| (100)
Jumlah Belanja kotor -13.531.921.372| (100)
Pengembalian Belanja Pegawai - 540.037| (100)

Jumlah Belanja -13.531.381.335| (100)

B.4.BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah
masing-masing sebesar Rp4.979.314.578 dan Rp4.964.064.819. Belanja
Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk
memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak
dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami kenaikan
sebesar 0.31% dari Realisasi TA 2020. Hal ini terutama disebabkan
adanya peningkatan kebutuhan belanja barang dalam rangka penanganan
pandemi COVID-19 sehubungan dengan semakin meningkatnya jumlah
kasus COVID-19 pada triwulan kedua tahun 2021. Selain itu,
meningkatnya belanja barang non operasional juga disebabkan adanya
kebutuhan belanja sarana dan prasarana pada Kantor Wilayah DJKN Aceh
dan KPKNL Lhokseumawe dalam rangka mengikuti kegiatan pemilihan
Kantor Wilayah Terbaik dan Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan
Kementerian Keuangan. Selanjutnya, dalam rangka memenuhi target
capaian output yang telah ditetapkan, Satuan Kerja di lingkungan Kantor
Wilayah DJKN Aceh tetap menjalankan aktivitas dalam era new normal
dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini terlihat
pada meningkatnya belanja perjalanan dalam negeri, belanja jasa dan
belanja pemeliharaan pada tahun 2021.

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahunan (Audited) 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah)
REALISASI REALISASI )
URAIAN T.A. T.A. X
2021 2020
Belanja Barang Operasional 2.090.015.099| 2.259.695.729| (7,51)
Belanja Barang Non Operasional 430.672.450| 302.992.000| 42,14
Belanja Barang Persediaan Barang | 558 951 535|  275.746.410] (16,97)
Konsumsi ’
Belanja Jasa 279.597.114| 266.734.267| 4,82
Belanja Pemeliharaan 951.171.909| 896.925.938| 6,05
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 998.906.471 961.970.475| 3,84
Jumlah Belanja Kotor = = -
Pengembalian Belanja - - -
Jumlah Belanja 4.979.314.578 |4.964.064.819 | 0,31
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Adapun jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan
pandemi COVID-19 adalah sebesar Rp322.122.000. Anggaran tersebut
terserap sebesar Rp279.752.629 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 11

Rincian Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi COVID-19 TA 2021
dan 2020

URAIAN REALISASI T.A. | REALISASI | %
2021 T.A. 2020

Belanja Barang Operasional — 207.406.000| 185.413.069 | 89,40

Penanganan Pandemi COVID-19

Belanja Barang Persediaan - 66.216.000, 65.916.560 | 99,55

Penanganan Pandemi COVID-19

Belanja Jasa - Penanganan Pandemi 48.500.000 28.423.000| 58,60

COVID-19

Jumlah Belanja 322.122.000| 279.752.629 | 86,85

Realisasi Belanja B.5. BELANJA MODAL
Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah
Rp271.008.052

masing-masing sebesar Rp271.008.052 dan Rp519.460.200. Belanja
Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan
aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar
47,83% dibandingkan TA 2020. Pada tahun 2020, terdapat belanja modal
peralatan dan mesin berupa kendaraan bermotor roda empat pada KPKNL
Lhokseumawe. Adapun peningkatan belanja modal Gedung dan bangunan
pada tahun 2021 berupa penyelesaian pembangunan pos satpam, kanopi
dan landscape pada Rumah Dinas Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh.
Rincian Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 2020 tersaiji
pada tabel berikut:

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahunan (Audited) 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah)
URAIAN REAI_I;IAS.ASI REﬁ_I;IAS.ASI %
2021 2020
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 173.348.000 512.336.600| (66,17)
Belanja Modal Gedung dan 97.660.052 7.123.600 | 1.270,94
Bangunan

Jumlah Belanja Kotor 271.008.052 519.460.200 | (47,83)

Pengembalian Belanja - - -
Jumlah Belanja 271.008.052 519.460.200 | (47,83)
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Realisasi Belanja
Modal Peralatan
dan Mesin
Rp173.348.000

Realisasi Belanja
Modal Gedung dan
Bangunan
Rp97.660.052

B.5.1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember
2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp173.348.000 dan
Rp512.336.600, mengalami penurunan sebesar 66,17% bila
dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Pada tahun 2020, terdapat
belanja kendaraan bermotor roda empat pada KPKNL Lhokseumawe
sedangkan pada tahun 2021, belanja modal peralatan dan mesin berupa
belanja non kendaraan bermotor.

Perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Tahunan
(Audited) Tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited)
TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA RTE_:_'-;OS:;S' RTE_Q'-'Z%Z‘?' %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 173.348.000( 512.336.600| (66,17)
Jumlah Belanja Kotor 173.348.000 512.336.600 (66,17)
Pengembalian - - -
Jumlah Belanja 173.348.000| 512.336.600| (66,17)

B.5.2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember
2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp97.660.052 dan
Rp7.123.600. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021
mengalami kenaikan dibandingkan Realisasi TA 2020.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pembangunan Pos
Satpam, kanopi dan /landscape pada Rumah Dinas Kepala Kantor Wilayah
DJKN Aceh. Semula belanja modal gedung dan bangunan dianggarkan
sebesar Rp123.391.000 namun mengalami realokasi sebesar
Rp97.891.000 yang digunakan untuk pengadaan LCD Infocus dalam
rangka implementasi Learning Organization. Pembangunan pos satpam,
kanopi dan landscape pada Rumah Dinas Kepala Kantor Wilayah DJKN
Aceh telah selesai dan diserahterimakan kepada Kuasa Pengguna
Anggaran Kantor Wilayah DJKN Aceh.

Perbandingan realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Tahunan
(Audited) Tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited)
2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA | REALISASI | REALISASI %
T.A. 2021 T.A. 2020

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 97.660.052 7.123.600( 1.270,94
Belanja Penambahan Nilai Gedung ) ) )
dan Bangunan
Jumlah Belanja Kotor 97.660.052 7.123.600 | 1.270,94
Pengembalian Belanja - - -

Jumlah Belanja 97.660.052 7.123.600 | 1.270,94
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B.6. CATATAN PENTING LAINNYA LAPORAN REALISASI
ANGGARAN

Kondisi pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap alokasi
anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJKN Aceh, semula
sebesar Rp6.605.621.000 menjadi sebesar Rp5.462.542.000.

Namun demikian, realisasi pendapatan pada tahun 2021 lebih tinggi
sebesar 99,47 persen dibandingkan realisasi pada tahun 2020 yang
sebagian besar bersumber dari bea lelang Pejabat Lelang Kelas | pada
KPKNL Lhokseumawe atas lelang Eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Special Asset Management
Medan berupa Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Jalan
Gampong Gedung Biara/Jalan Ke Perapen, Desa Perkebunan Gedung
Biara, Kecamatan Pangkalan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang,
Provinsi Aceh.

Adapun penurunan realisasi belanja dibandingkan tahun 2020, disebabkan
penerapan secara penuh sentralisasi belanja pegawai pada Satuan Kerja
di Lingkungan Kantor Wilayah DJKN Aceh sesuai Peraturan Direktur
Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020 tentang Sentralisasi
Pengelolaan Belanja Pegawai Untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara .
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Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp26.271.000

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1.KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31
Desember 2021 dan 2020. Kas di Bendahara Pengeluaran
merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah
tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang
Persediaan yang belum dipertanggung jawabkan atau belum
disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Seluruh
Uang Persediaan yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah
tanggung jawab Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja di
lingkungan Kantor Wilayah DJKN Aceh telah di setorkan ke Kas
Negara. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai
berikut:

Tabel 15
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2020 dan
2020
(Dalam Rupiah)
Keterangan TAHUN TAHUN
2020 2020

Kantor Wilayah DJKN Aceh - -
KPKNL Banda Aceh ) )

KPKNL Lhokseumawe B B
Jumlah - -

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2020
tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian
Negara/Lembaga, satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJKN
Aceh telah menggunakan rekening virtual pada Rekening
Pengeluaran, dengan rekening induk pada Bank Syariah Indonesia
dengan nomor rekening sebagai berikut:

Keterangan No Rekening
Virtual
Kantor Wilayah DJKN Aceh 8100915060501000
KPKNL Banda Aceh 8100915378271000
KPKNL Lhokseumawe 8100915060691000

C.2.KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember
2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp26.271.000 dan
Rp44.947.330. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang
tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah
tanggung jawab  Bendahara Penerimaan yang sumbernya
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Kas Lainnya dan Setara
Kas
Rp132.086.914

Belanja Dibayar Dimuka
(prepaidt)
Rp3.250.000

berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

Tabel 16
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Audited) TA 2021 dan
2020
Keterangan TAHUN 2021 TAHUN 2020
Kantor Wilayah DJKN Aceh - -
KPKNL Banda Aceh 26.271.000 44.947.330
KPKNL Lhokseumawe - -
Jumlah 26.271.000 44.947.330

Kas di Bendahara Penerimaan pada KPKNL Banda Aceh tahun 2020
merupakan Bea Lelang sebesar Rp10.387.331, Hasil Bersih Lelang
BMN milik KPKNL sebesar Rp34.354.999 dan Lain-Lain
(Wanprestasi) sebesar Rp205.000, sedangkan pada tahun 2021
merupakan Wanprestasi sebesar Rp26.271.000.

C.3.KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021
dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp132.086.914 dan
Rp585.249.705 Kas Lainnya dan Setara Kas meliputi saldo uang
tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung
jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari
pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan
Pajak.

Tabel 17

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)
Keterangan TAHUN 2021 TAHUN 2020

Kantor Wilayah DJKN Aceh - -
KPKNL Banda Aceh 45.716.914 532.259.553
KPKNL Lhokseumawe 86.370.000 52.990.152
Jumlah 132.086.914 585.249.705

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahun Anggaran 2021 pada KPKNL
Banda Aceh merupakan Uang Jaminan Lelang yang belum di ambil
sedangkan pada KPKNL Lhokseumawe merupakan dana yang
berasal dari uang jaminan lelang yang belum diambil dan dana yang
masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi yang berumur kurang
dari 6 bulan.

C.4.BELANJA DIBAYAR DIMUKA (PREPAID)

tanggal 31
sebesar

Saldo Belanja Dibayar
Desember 2021 dan

Dimuka (prepaid) per
2020 masing-masing adalah
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Pendapatan yang Masih

Harus Diterima
Rp40.446.420

Rp3.250.000 dan Rp2.475.000. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)
merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca
sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh
namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) TA 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah)
Keterangan TAHUN 2021 TAHUN 2020

Kantor Wilayah DJKN Aceh 3.250.000 2.475.000
KPKNL Banda Aceh 0 0
KPKNL Lhokseumawe 0 0
Jumlah 3.250.000 0

Belanja Dibayar Dimuka pada Kantor Wilayah DJKN Aceh
merupakan hak sewa atas Gudang yang akan berakhir pada Januari
Tahun 2022.

C.5.PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31
Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar
Rp40.446.420 dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima
merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1
tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah
pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau
jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian
sebagai berikut:

Tabel 18

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah)

Keterangan TAHUN 2021 TAHUN 2020
Kantor Wilayah DJKN Aceh 0 0
KPKNL Banda Aceh 26.271.000 0
KPKNL Lhokseumawe 14.175.420 0
Jumlah 40.446.420 0

Pendapatan yang masih harus diterima pada KPKNL Banda Aceh
merupakan Wanprestasi lelang tanggal 24 Desember 2021 sebesar
Rp26.271.000 dan telah disetor ke kas negara pada tanggal 3
Januari 2022;

Pendapatan yang masih harus diterima pada KPKNL Lhokseumawe
sebagai berikut:

a. Bea Lelang pembeli lelang tanggal 27 Desember 2021 sebesar
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Rp680.000; dan

b. Bea lelang pembeli lelang tanggal 27 Desember 2021 sebesaar
Rp55.420;

dan telah di setor ke Kas Negara pada tanggal 4 Januari 2022

c. Wanprestasi lelang tanggal 28 Desember 2021 sebesar
Rp1.000.000;

d. Beal lelang penjual lelang tanggal 29 Desember 2021 sebesar
Rp6.220.000; dan

e. Bea lelang pembeli lelang tanggal 29 Desember 2021 sebesar
Rp6.220.000;

telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 5 Januari 2022.

Persediaan C.6.PERSEDIAAN

Rp76.509.485 Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-

masing adalah sebesar Rp75.509.485 dan Rp85.256.410.
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional
pemerintah dan/atau untuk dijual. dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai

berikut:
Tabel 20
Rincian Persediaan Tahunan Triwulan (Audited) TA 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah)
Jenis REALISASI REALISASI
T.A.2021 T.A. 2020

Kantor Wilayah DJKN Aceh 23.936.985| 22.166.160
KPKNL Banda Aceh 801.000 0
KPKNL Lhokseumawe 51.771.500| 63.090.250
Jumlah 76.509.485 85.256.410

Semua jenis persediaan merupakan Barang Konsumsi dan pada
tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Persediaan sebesar Rp801.000 pada KPKNL Banda Aceh
merupakan Security Paper yang berasal dari Transfer Masuk Kantor
Pusat DJKN.

Tanah C.7.TANAH

Rp9.888.415.000 Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kantor Wilayah DJKN Aceh

per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp9.888.415.000
dan Rp11.778.823.000. Terdapat mutasi kurang Aset Tetap Tanah
pada tahun 2021 sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021 11.778.823.000
Mutasi tambah :
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